
BUPATI PESISIR SELATAN
PROYINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAI\ BUPATI PtrSISIR SELATAN
NOMOR I t4o I 176 / Kptsi BPT -PS I 2024

TENTANG

PENETAPAN YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 BATANG KAPAS

Menimbang a.

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) khususnya Taman Kanak-Kanak (TK) di
Kabupaten Pesisir Selatan cukup pesat, oleh
karena itu perlu dilakukan upaya pengembangan
Taman Kanak-Kanak Negeri disetiap Kecamatan di
Kabupaten Pesisir Selatan;

bahr,va berdasarkan surat Kepala Satuan PAUD
Yayasan Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan
Nomor : 77 ITK-TunasHarapan/kec.bt.kapas I 2024,
tanggal 17 Januari 2024, Perihal Usulan Penegerian
Satuan PAUD, perlu dilakukan peningkatan
statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;

bahr,va berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Yayasan Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan
Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Batang
Kapas;

Undang-Undang Nomor ),2 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang Pembetukan Daerah
Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Rebupiik
Indonesra Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OO3 tentang
sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
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Tambahan Lem'oa:al: litsara R:: ,. :--., i:trt - 1.;5;4
Nomor -130 1);

Undang-Undang Nomor 23 Tah;:: l[r,:- :entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran \egara Repuo[k
Indonesia Tahun 2OL1 Nomor 22+, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20LO
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Reputrlik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara RepuLrlik lndonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penl,elenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2O1O Nomor 772,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O27
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2A22 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6762j;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137
Tahun 2Ol4 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dinr:

8. Peraturan Menteri Pendidikal dan Kebudayaal
Nasional Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan
l"a1'anal Pendir{ikan Anak Usia Dini;
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MEMUTUSKAN:

Penetapan Yayasan Taman Ka*ak-Kanak Tbnas
Harapan Menjadi ?arnan Kanak-Kanak Negeri Ol Batang
Kapas.

Seluruh aset, kepala sekolah serta guru yang ada di
Yayasan Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan
dipindahkan menjadi milik Taman Kanak-Kanak Negeri
O1 Batang Kapas.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

Keputusan Bupati
ditetapkan.

mulai beriaku pada tanggal

Ditetapkan di Painan
Pada ta4ggal l7 September 2O24

TAN,

ANWAR


